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Prinsip kehati-hatian dasar hukumnya merujuk ketentuan buku    ke-III KUH Perdata tentang perjanjian Jo Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana-dana masyarakat yang
dipercayakan kepadanya. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip penting dalam pengelolaan sistem perbankan karena operasional
bank cenderung dengan risiko. Dalam praktiknya, kreditor dalam pemberian kredit kurang menjalankan prinsip tersebut, sehingga
terjadi kerugian dalam perbankan berupa keterlambatan pembayaran kredit. Hal ini disebabkan oleh kelalaian dari pihak kreditor
sebagai pelaksana kredit. Atas dasar fakta-fakta masalah tersebut maka penelitian ini penting dilakukan.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit modal kerja di Kota
Subulussalam, hambatan yang dihadapi oleh bank di Kota Subulussalam dalam penerapan prinsip kehati-hatian pemberian kredit
modal kerja kepada debitor, dan mekanisme penyelesaian yang ditempuh para pihak dalam penerapan pemberian kredit modal kerja
yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian bank.
Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menekankan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Data lapangan berupa data primer diperoleh melalui wawancara dalam bentuk terbuka kepada responden dan
informan. Hal ini karena penelitian normatif dapat memanfaatkan hasil penelitian empiris sebagai ilmu bantu sehingga tidak
mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prinsip kehati-hatian bank terhadap pemberian kredit kepada debitor sudah
dilaksanakan, tetapi belum optimal dalam praktiknya, diketahui dari masih adanya debitor yang dilingkungan masyarakatnya
berprilaku kurang baik, tetapi diberikan kredit oleh pihak Bank Aceh, Bank Danamon, Bank Syariah Mandiri, Cabang Kota
Subulussalam. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank disebabkan oleh 2 (dua) unsur, yaitu dari
pihak perbankan maupun pihak debitor. Bentuk penyelesaian yang dilakukan para pihak dalam pemberian kredit modal kerja
dilaksanakan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi yang menyertakan notaris sebagai pihak pejabat
pembuat akta akad kredit modal kerja.
Disarankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan harus lebih memperhatikan perlindungan
pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh perbankan yang diberlakukan pada setiap bank pemerintah dan bank swasta. Pihak bank
wajib melakukan monitoring dan evaluasi pada kinerja staf bagian kreditnya di lapangan. Perbankan harus lebih memperhatikan
keamanan dan kenyamanan debitor dalam pemberian kredit modal kerja sebagai mitra kerja.
